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Abstrak
 

Tidak banyak penelitian yang mengkaji fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk eksploitasi

minyak dan gas bumi (migas). Padahal, fasilitas pajak dalam kegiatan migas kerap kali dijadikan instrumen

ekonomi untuk menarik investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dan

menganalisis implikasi dari kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut atas impor barang untuk kegiatan usaha

eksploitasi migas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan diberikannya fasilitas PPN tidak dipungut atas

impor barang untuk kegiatan hulu migas ialah untuk memberikan kepastian hukum untuk melakukan

kegiatan impor barang. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak dapat diaplikasikan karena dalam kebijakan

pajak yang saat ini berlaku, syarat untuk memberikan fasilitas hanya mengacu pada kegiatan eksplorasi saja,

sehingga kontraktor dalam mengimpor barang untuk kegiatan eksploitasi tetap membayar PPN.

......There are not many research discussing Value Added Tax (VAT) not levied facility on the imported

goods for oil and gas exploitations activities; whereas, tax facility on the oil and gas activities is often used

as an economic instrument to attract investors. The aim of this research is to analyze the basic considerations

and to analyze the implications of the VAT not levied facility on the imported goods for oil and gas

exploitation activities. This research is conducted with qualitative approach and qualitative methods.

The results show that the consideration given facility is to provide legal certainty to import goods; however,

the policy can not be applied. The requirement to provide a facility only refers to the exploration activities,

so that the contractor in importing goods for exploitation activities still have to pay VAT.
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